SALINAN

BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KARUPATEN MUKOMUKO

AVE TS rYESIN

NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.JA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 201

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 311 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah S€bagaimana
dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah
memperoleh persetujuan DPRD yang dimuat dalam
Keputusan DPRD Kabupaten Mukomuko Nomor 44.a
Tahun 2017;

c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada
pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai
hasil Evaluasi Gubernur Bengkulu Nomor S.502-BPKD
Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanija Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);
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[
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12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Repuhlik Indonesia Nomor 4284)-

£ VSEEEUE TavuUS,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir
dernigan  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2018 (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6138);
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Peraturan Pemerintalt Nomor 109 Taliun 2000 teritang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistermn Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indomnesia Taltumr 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahn 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nemer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Pemcrintaly Nemer A0 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana  telah dinbah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20154 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasail Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Deraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia 6041);

Peraturan Presidemn NoOmoTr 107 Tahun 2017 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dagcrali,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 T ahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 / PMK.07 /
2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi
Keuangan Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20 17
tentang tentang Penyediaan, Pencairan, Dan
Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian Yang Berasal dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 996);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor )
Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
7016 Nomor 2) scbagaiman telah diuubhah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7
Tahun 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Leribaraii
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MUKOMUKG

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.




Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,

berikut :
1 Pendapatan Daerah
2 Belanja Daerah

‘ Defisit
3. Pembiyaaan Daerah

a. Penerimaan
b Pengeluaran
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan

Pasal 1

sebagai
Rp. 865.451.544.300,00
Rp. 921.951.544.300,00
(Rp. 56.500.000.000,00)
Rp. 65.000.000.000,00
Rp. 8.500.000.000,00
Rp. 56.500.000.000,00
Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah

b. Dana Perimbangan
sejumiah

c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah sejumlah

Rp. 95.406.905.300,00
Rp. 637.641.472.000,00
Rp. 132.403.167.000,00

{2] Peridapdtan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (Ij huruf a

terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah

1 Pademleeeres Fha acane e et ot
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c. Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang di
Pisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah sejumlah

Rp. 13.104.148.500,00
Rp. 4.700.650.000,00
Rp. 6.918.900.000,00
Rp. 70.683.206.800,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari ienice nendaoannton. ¢
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a. Dana Bagi Hasil Pajak dan
Bagi Hasil Bukan Pajak

sejumlah

Rp. 22.155.209.000,00
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b. Dana Alokasi Umum
sejumlah Rp. 492.562.518.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah Rp. 122.923.7
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Dari
Provinsi dan Pemerintah S
Daerah Lainnya sejumlah Rp. ~ 25.859.118.000,00
b. Dana Desa Dari APBN Rp. 106.544.049.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah Rp. 477.194.624.954,00

b. Belanja Langsung
sejumlah Rp. 444.756.919.346,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 313.172.975.954,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.355.600.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi / Kabupaten /
Kota, Pemerintahan Desa

asan

sejumlah Rp. 120.000.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi /

Kabupaten [ Kota dan

Pemerintahan Desa .

sejumlah Rp. 158.546.049.000,00

e. Belanja Bantuan Tidak
Terduga seiumlah Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 45.191.204.600,00

b. Belanja Barang dan Jasa _
sejumlah Rp. 187.358.226.696,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 212.207.488.050,00

i i gudrdadhid




Pasal 4

{1} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

IO

a. Penerimaan sejumlah Rp. 65.000.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 8.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya ( SILPA )
sejumlah Rp. 65.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal
( Investasi ) Pemerintah
Daerah sejumlah Rp. 8.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan

organisasi PD;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi PD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
daerah,organisasi PD, program dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah wuntuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;

8.

9
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Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan, dan pengurangan aset tetap
daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lain;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;

13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

14. Lampiran XIV Daftar Belanja Hibah Daerah.

I5. Lampiran XV Daftar Belanja Bantuan Sosial Daerah.
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Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: .

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
serta tidak dapat diprediksi sebelhimnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak
terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangan capaian target
kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayal (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang APBD;

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-PD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.

- Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-PD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-PD oleh PPKD ssetelah memperoleh persetujuan
Sekretaris Daerah.

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. :




Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Desember 2017

BU UKOMUKO,
é;

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

_EMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2017 NOMOR 18

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
SROVINSI BENGKULU : (17/106/2017)

et B



